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BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN
A. Kesimpulan.
1. Faktor penyebab tindak pidana korupsi mark up anggaran pengerjaan peningkatan jalan desa adalah Anggaran Dana Desa yang telah dicairkan oleh terdakwa Darma Suardi selaku Kepala Desa Tanah Besih bersama-sama dengan Muhammad Noor selaku Bendahara Desa Tanah Besih, akan tetapi dalam melaksanakan kegiatan dengan mempergunakan dana desa tidak diikutsertakan perangkat desa lainnya, seharusnya dipergunakan untuk membiayai kegiatan sesuai dengan rancangan APBDes Desa Tanah Besih.
2. Pertanggungjawaban pelaku tindak pidana korupsi pengaturan hukum tindak pidana korupsi mark up anggaran pengerjaan peningkatan jalan desa dalam  putusan  PN. Tipikor No.67/Pid.Sus.TPK/2019/PN.Mdn adalah Darma Suardi dipidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan serta menjatuhkan pidana tambahan terhadap terdakwa pembayaran uang pengganti sejumlah Rp.747.527.777,- (tujuh ratus empat puluh tujuh juta lima ratus dua puluh tujuh ribu tujuh ratus tujuh puluh tujuh rupiah) dengan ketentuan jika terdakwa tidak membayar uang pengganti dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka harus diganti dengan penjara selama 6 (enam) bulan.
3. Pertimbangan hakim menjatuhkan putusan terhadap terdakwa dalam putusan  PN. Tipikor No.67/Pid.Sus.TPK/2019/ PN.Mdn adalah perbuatan terdakwa  telah sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan  dan semua unsur-unsur dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan tidak ada alasan pembenar dan pemaaf. 
B. Saran
1. Agar dipikirkan pengaturan dan penerapan sanksi adat dan sanksi sosial lainnya untuk lebih menjerakan para koruptor sehingga menimbulkan budaya malu sebagai salah satu cara pencegahan khusus dan pencegahan umum. 
2. Agar meningkatkan fungsi pengawasan terhadap pejabat publik atau penyelenggara negara, baik melalui pengawasan internal oleh pemerintah, maupun pengawasan eksternal oleh masyarakat (pengawasan sosial) seperti pers, LSM, mahasiswa disertai perlindungan hukum dan penghargaan (rewards) 
3. Agar penjatuhan pidana bagi terdakwa oleh hakim khususnya dalam tindak pidana korupsi diperberat sehingga dapat menimbulkan efek jera dan menjadi pertimbangan bagi piha-pihak yang akan melakukan tindak korupsi karena pelaku dihukum dengan hukuman yang berat. 
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